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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Bentuk konflik tambang galian c di Kecamatan Lubuk Alung tidak hanya 

terjadi antara masyarakat dengan pelaku tambang, tetapi juga antara 

masyarakat dengan pemerintah. Konflik masyarakat dengan pelaku 

tambang muncul akibat aktivitas penambangan yang menimbulkan 

berbagai dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, 

seperti abrasi sungai, kerusakan lahan pertanian, terganggunya sumber 

air, serta kerusakan infrastruktur. Sementara itu, konflik antara 

masyarakat dengan pemerintah lebih banyak disebabkan oleh 

ketidakpuasan masyarakat terhadap pengawasan dan penindakan 

pemerintah yang dinilai belum maksimal. Konflik tersebut juga 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan, 

kurangnya kesadaran hukum, serta adanya kepentingan yang berbeda 

antara masyarakat, pelaku tambang, dan pemerintah. Kondisi tersebut 

menyebabkan konflik berlangsung secara berulang dan belum dapat 

diselesaikan secara menyeluruh. 

2. Metode penyelesaian konflik tergolong menjadi 2 yaitu, pendekatan 

litigasi dan non-litigasi. Pendekatan non-litigasi terlihat melalui 

musyawarah, mediasi, koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan tokoh 

masyarakat dan ninik mamak dalam menyelesaikan persoalan yang 

berkaitan dengan masyarakat dan pemilik lahan. Pendekatan tersebut 

mencerminkan nilai Ishlah dan tahkim, yaitu upaya mendamaikan pihak 

yang berselisih dan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah. 

Sementara itu, pendekatan litigasi atau penegakan hukum dilakukan 

melalui tindakan administratif dan penertiban terhadap aktivitas 

tambang ilegal. Namun, berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian yang 

dilakukan pemerintah masih lebih banyak bersifat reaktif, yaitu dilakukan 
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setelah muncul laporan, aksi masyarakat, atau konflik di lapangan. 

Tindakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan 

sehingga penghentian aktivitas tambang sering kali hanya bersifat 

sementara. Mekanisme al-qadha sebagai penyelesaian melalui lembaga 

peradilan juga belum menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian 

konflik tambang galian c di Kecamatan Lubuk Alung. 

3. Kendala dan solusi dalam penyelesaian konflik berkaitan dengan 

lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, keterbatasan anggaran 

dan personel, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta 

minimnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan 

penanganan konflik masih cenderung bersifat reaktif dan belum mampu 

mencegah terjadinya konflik secara berulang. Untuk mengatasi kendala 

tersebut diperlukan penguatan pengawasan secara rutin, penegakan 

hukum yang konsisten, peningkatan koordinasi dan kapasitas 

kelembagaan, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan 

pengawasan kegiatan pertambangan. Selain itu, diperlukan upaya yang 

lebih preventif melalui sosialisasi mengenai dampak pertambangan, 

peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta keterbukaan dalam 

pengelolaan dan pengawasan aktivitas tambang. Dengan demikian, 

penyelesaian konflik diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi 

mampu menyentuh akar permasalahan, mencegah konflik berulang, dan 

menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan. 

5.2 Saran 

Disarankan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk 

meningkatkan pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum terhadap 

aktivitas tambang galian c serta mengutamakan langkah preventif dalam 

mencegah konflik. Masyarakat dan pelaku tambang diharapkan dapat 

meningkatkan komunikasi, menaati aturan, dan bersama-sama menjaga 

lingkungan agar konflik tidak terus berulang. Bagi peneliti selanjutnya, 

diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas resolusi 
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konflik tambang galian c, peran pemerintah, masyarakat, dan pelaku 

tambang, serta menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai penyelesaian konflik 

pertambangan.  
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